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ABSTRACT 
Expenditures in the budget realization report have great significance because they reflect the use 

of public funds obtained from regional taxes. The interest of the community as the party who 

contributes these funds through taxes, lies in the desire to assess the extent to which the use of these 
funds is in accordance with the objectives, effective, efficient and focused on the public interest. 

Spending analysis can be done using the spending variance ratio, spending growth ratio, spending 

harmony ratio and spending efficiency ratio. The aim of this research is to analyze regional spending 

performance through the variance ratio, growth, harmony and efficiency of regional spending at the 
Southwest Aceh Regency Financial Management Agency. This research is quantitative descriptive. 

Data was collected through documentation techniques. This research uses secondary data in the form 

of the Budget Realization Report of the Southwest Aceh Regency Financial Management Agency. 
The results of this research can be concluded that the calculation results of the spending variance ratio 

show good results with an average of -14.12%. The calculation results of the expenditure growth ratio 

show positive results with an average of 7.84%. The calculation results of the expenditure harmony 

ratio show that the operating expenditure results are an average of 63.12%, while for capital 
expenditure it is 24.14%. The calculation results of the shopping efficiency ratio show an average 

result of 86.39%, which means that if you look at the shopping efficiency criteria, it is included in the 

quite efficient category. 
 

Keywords: Expenditure Variance, Expenditure Growth, Expenditure Compatibility, Expenditure 

Efficiency 

 
ABSTRAK 

Belanja dalam laporan realisasi anggaran memiliki signifikansi yang besar karena 

mencerminkan pemanfaatan dana publik yang diperoleh dari pajak daerah. Kepentingan 
masyarakat sebagai pihak yang menyumbangkan dana tersebut melalui pajak, terletak pada 

keinginan untuk menilai sejauh mana penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan tujuan, efektif, 

efisien, dan terfokus pada kepentingan publik. Analisis belanja dapat dilakukan dengan 
menggunakan rasio varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja dan rasio 

efisiensi belanja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja belanja daerah melalui 

rasio varians, pertumbuhan, keserasian dan efesiensi belanja daerah pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 
Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 

Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dari rasio varians belanja menunjukkan 
hasil yang baik dengan rata-rata -14,12%. Hasil perhitungan dari rasio pertumbuhan belanja 

menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata sebesar 7,84%. Hasil perhitungan dari rasio 

keserasian belanja menunjukkan hasil belanja operasi dengan rata-rata 63,12%, sedangkan untuk 
belanja modal sebesar 24,14%. Hasil perhitungan dari rasio efesiensi belanja menunjukkan hasil 
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rata-rata sebesar 86,39%, yang artinya jika dilihat dari kriteria efesiensi belanja termasuk kedalam 

kategori cukup efisien. 

 

Kata kunci: Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, Efesiensi Belanja 

 

 
PENDAHULUAN 

Otonomi daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah 

untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya 

(Asmawati & Basuki, 2019; Kusumawardani et al., 2023). Setiap daerah diwajibkan 
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari APBD 

adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan perekonomian daerah, 

dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemerintah daerah. Oleh karena itu, 

kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dapat 

dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pilat & Morasa, 
2017). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan 

kepala daerah menyampaikan kepada DPRD rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang didasarkan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, salah satunya yaitu Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) (Amelia, 2022). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah 

satu komponen yang digunakan dalam tinjauan kinerja. Berdasarkan LRA, pembaca 

laporan dapat melakukan analisis kinerja laporan keuangan, termasuk analisis belanja 

(Saputra et al., 2020). Analisis belanja dapat dilakukan dengan menggunakan rasio 

varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efisiensi 
belanja. 

Belanja dalam laporan realisasi anggaran memiliki signifikansi yang besar karena 

mencerminkan pemanfaatan dana publik yang diperoleh dari pajak daerah. Kepentingan 

masyarakat sebagai pihak yang menyumbangkan dana tersebut melalui pajak, terletak 

pada keinginan untuk menilai sejauh mana penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan 
tujuan, efektif, efisien, dan terfokus pada kepentingan publik (Kannapadang, 2020). 

Belanja daerah yang terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mendorong 

kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Aceh Barat 

Daya telah berupaya menyeluruh dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah 

untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Kabupaten Aceh Barat Daya dibantu oleh 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dalam mengelola keuangan daerah, termasuk 

dalam pengelolaan belanja daerah. Untuk mewujudkan pembangunan daerah, 

Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyusun beberapa program prioritas pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten tahun 2017-2022 yang di antaranya adalah 
pengembangan sektor produksi (kelautan, pertanian, dan perkebunan), syariat islam, 

penanggulangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, reformasi birokrasi dan tata 

kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, masih banyak indikator makro pembangunan 

di Aceh Barat Daya yang belum tercapai. Hal ini disampaikan dalam Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Aceh Barat Daya (2022) (Jati, 2019). 

Berikut adalah data realisasi belanja daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2013 

sampai dengan 2022 yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten. 
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Sumber: Bidang Akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya 

Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah (2013-2022) 
 

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, dapat dilihat bahwa selama 10 tahun terakhir, 

anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami fluktuasi. 

Jumlah anggaran terkecil terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 598,835,610,57 dan 
jumlah anggaran terbesar tercatat pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp 1,224,428,806,902. 

Pada tahun 2018, terdapat penyerapan anggaran paling sedikit sebesar 67,58%, sementara 

tahun 2022 mencatatkan penyerapan anggaran tertinggi sebesar 90,45%. Penelitian yang 

dilakukan Fatmahwati (2021) menunjukkan hasil analisis varians belanja yang dinilai 

baik, pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang positif, keserasian belanja 
menunjukkan alokasi belanja operasi yang lebih besar daripada belanja modal, serta 

efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien. Namun, berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Palimbong (2021), di mana rasio varians belanjanya tergolong 

baik, pertumbuhan belanja bersaldo negatif, keserasian belanja menunjukkan alokasi 
belanja modal yang lebih besar daripada belanja operasi, serta efisiensi belanjanya 

termasuk dalam kategori kurang efisien.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja belanja daerah 

berdasarkan varians, pertumbuhan, keserasian dan efesiensi belanja pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan rentang waktu 

penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi serta 

referensi khususnya mengenai analisis belanja berdasarkan varians, pertumbuhan, 

keserasian, dan efisiensi belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Barat Daya 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ini menggunakan Teori Stewardship sebagai Grand Theory. Chrisman 

(2019) dan Schillemans & Bjurstrøm (2020), menjelaskan bahwa dalam Teori 

Stewardship, pemerintah daerah (steward) sebagai entitas sektor publik diberikan 

kepercayaan untuk memenuhi aspirasi masyarakat (principal). Pemerintah daerah 
diharapkan dapat bertanggung jawab mengurus dan mengelola sumber daya yang 

dimiliki daerah serta bertindak untuk kepentingan publik dengan memenuhi tugas dan 

fungsinya dengan baik. Teori Stewardship menegaskan hubungan yang kuat antara 

keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik (Asmawati & Basuki, 2019). Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah 
melibatkan seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dilakukan secara sistematis, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi asas 

keadilan dan kepatutan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan 
bagian integral dari proses ini. Labi (2019) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Daerah (APBD) adalah perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah dan 

ditetapkan setiap tahun anggaran. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya 

menjamin manfaat optimal bagi masyarakat dari APBD, tetapi juga meningkatkan citra 

kinerja pemerintah. Sebaliknya, pengelolaan keuangan daerah yang tidak memadai akan 

mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat penuh dari APBD dan 
berdampak buruk pada kinerja pemerintah secara keseluruhan. 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja didefinisikan sebagai 

pengeluaran dari Rekening Kas Umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran yang 

lebih dalam periode bersangkutan, yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali 
oleh pemerintah (Nugraheni & Subaweh, 2011). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kegunaan belanja adalah untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan pemerintahan, mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan 

membiayai kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, 

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa 
belanja terdiri atas belanja operasi, yang merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-

hari dengan manfaat jangka pendek; belanja modal, yang digunakan untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi; belanja tidak 

terduga, yang diperuntukkan untuk keperluan darurat atau kejadian di luar anggaran 

yang telah dipersiapkan sebelumnya; dan belanja transfer, yang merupakan pengeluaran 
dari satu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang menyajikan rincian 

realisasi pendapatan, beban, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan. Laporan 

ini juga mencakup perbandingan antara masing-masing unsur tersebut dengan 

anggarannya dalam satu periode. LRA disusun dengan menggunakan metode akuntansi 
akrual sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Halim 

& Kusufi (2014) menjelaskan bahwa LRA adalah dokumen komprehensif yang merinci 

sumber dan alokasi dana yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat atau 

daerah. Dalam organisasi sektor publik, LRA memiliki arti penting karena memberikan 
gambaran yang jelas tentang sejauh mana target yang sebelumnya telah disetujui oleh 

badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

telah dipenuhi dan dilaksanakan. Menurut Mahmudi (2016) dan Akhmadi & Sumardjoko 

(2017),  analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk menilai seberapa efektif, 

efisien dan ekonomis pemerintah daerah dalam menggunakan APBD. Analisis belanja 
dapat dilakukan berdasarkan data yang ada pada LRA antara lain adalah analisis varians 

belanja dilakukan untuk menganalisis selisih antara realisasi belanja dengan anggaran, 

analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk menganalisis terhadap kenaikan atau 

penurunan masing-masing belanja selama periode tertentu, analisis keserasian belanja 

dilakukan untuk mengetahui keseimbangan belanja selama periode tertentu, analisis 
efesiensi belanja digunakan untuk mengetahui perbandingan antara realisasi belanja 

dengan anggaran belanja yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan 

anggaran. 

Dalam penilaian kinerja belanja daerah dapat dilakukan dengan beberapa analisis 

yang meliputi analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian 
belanja dan analisis efesiensi belanja. Hasil dari analisis tersebut dapat menjelaskan 

bagaimana kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya 

dalam mengelola belanja daerahnya. dengan demikian, maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini yang meliputi analisis varians, pertumbuhan, keserasian dan efesiensi 
belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 

sebagai berikut:  
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Gambar 2: Kerangka Pemikiran 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif yang mengumpulkan, menyusun dan menafsirkan data untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang subjek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui sumber yang sudah tersedia. 
Sumber data penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2013-2022. Alasan menggunakan rentang waktu 

selama 10 tahun agar dapat memberikan data yang lebih bervariasi serta dapat 

memberikan informasi yang lebih akurat.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui sumber-sumber yang dapat 

dipercaya dan berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian 
ini. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu menggunakan rumus dari 

Mahmudi (2016) sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Varians belanja dievaluasi melalui dua kategori, yaitu baik dan kurang baik. Kategori 

baik diberikan ketika realisasi belanja daerah kurang dari anggaran belanja yang telah 

ditetapkan. Hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang cermat dan efisien, di 

mana pemerintah daerah dapat mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran yang 
telah disusun. Di sisi lain, kategori kurang baik diberikan apabila realisasi belanja daerah 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑛𝑗𝑎 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

 

 
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑛𝑗𝑎 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

 

 
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 

 
 
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 − 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇ℎ𝑛  =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇ℎ𝑛  𝑡−𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇ℎ𝑛  𝑡−1

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎  𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1
 𝑥 100% 
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melebihi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ini dapat diartikan bahwa terdapat 

ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi belanja, yang disebabkan oleh 

berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, peningkatan kebutuhan mendesak, atau 

kurangnya pengendalian pengeluaran. Kategori ini memberikan indikasi bahwa 

pengelolaan keuangan daerah perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menemukan solusi yang 
tepat dan memastikan bahwa belanja daerah dapat lebih terkendali. 

Kriteria penilaian pertumbuhan belanja dinyatakan dalam dua kategori utama, yaitu 

naik dan turun. Kategori naik diberikan ketika pertumbuhan belanja menunjukkan nilai 

positif, mengindikasikan adanya peningkatan dibanding periode sebelumnya. Ini dapat 
mencerminkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kebutuhan layanan publik, atau 

implementasi proyek pembangunan yang lebih besar. Peningkatan pertumbuhan belanja 

dalam kategori ini dapat diartikan sebagai respons positif terhadap kebutuhan masyarakat 

dan pemenuhan target pembangunan daerah. Sebaliknya, kategori turun diberikan ketika 

pertumbuhan belanja menunjukkan nilai negatif, menandakan penurunan dibanding 
periode sebelumnya. Penurunan pertumbuhan belanja bisa disebabkan oleh berbagai 

faktor, seperti penyesuaian kebijakan fiskal, penghematan anggaran, atau perubahan 

prioritas pembangunan. Kategori ini memberikan sinyal bahwa ada penurunan aktivitas 

pengeluaran, dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. 

Kriteria efisiensi belanja berdasarkan rasio efisiensi terbagi menjadi lima kategori 
utama, masing-masing memiliki rentang persentase yang menunjukkan tingkat efisiensi 

suatu belanja. Pertama, kategori tidak efisien diberikan jika rasio efisiensi melebihi 100%. 

Hal ini menandakan bahwa pengeluaran melebihi nilai yang dianggarkan atau 

diharapkan. Kategori ini memberikan indikasi bahwa penggunaan dana tidak optimal 

dan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Kategori selanjutnya adalah kurang efisien yang 
diberikan pada rentang rasio efisiensi antara 90-100%. Ini menunjukkan bahwa ada 

sedikit ketidaksesuaian antara penggunaan dana dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

Kategori cukup efisien diberikan pada rentang 80-90% yang menandakan tingkat efisiensi 

yang memadai, tetapi masih terdapat ruang untuk peningkatan. Lebih lanjut, kategori 
efisien diberikan pada rentang 60-80%, hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran 

berada pada tingkat efisiensi yang baik dan sesuai dengan rencana anggaran. Terakhir, 

kategori sangat efisien diberikan jika rasio efisiensi kurang dari 60%. Ini mencerminkan 

tingkat efisiensi yang sangat baik, di mana pengeluaran dikelola dengan sangat baik dan 

optimal. Penggunaan dana pada tingkat ini mencapai hasil maksimal sesuai dengan 
tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan kriteria efisiensi 

belanja ini, pemerintah daerah dapat secara sistematis mengevaluasi kinerja keuangan 

pemerintah daerah, mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, dan 

memastikan penggunaan dana yang efisien untuk memberikan manfaat maksimal bagi 

masyarakat. 
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Gambar 3: Rasio Pertumbuhan Belanja 

 
Table 1. Rata-Rata Rasio Belanja BPKK Aceh Barat Daya 

Tahun 2013-2022 

No Analisis Belanja Hasil Penelitian 

1. Analisis Varians Belanja -13,61% 

2. Analisis Pertumbuhan Belanja 7,84% 

3. 

Analisis Keserasian Belanja 

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja 

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja 

 

63,12% 

24,14% 

4. Analisis Efesiensi Belanja 86,39% 

 

Berdasarkan hasil analisis belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh 

Barat Daya dari tahun 2013-2022 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 diketahui bahwa 
hasil analisis varians yaitu sebesar -13,61%, hasil analisis pertumbuhan belanja sebesar 

7,84%, analisis belanja operasi terhadap total belanja sebesar 63,12%, analisis belanja 

modal terhadap total belanja sebesar 24,14% dan analisis efesiensi belanja sebesar 

86,39%. Berdasarkan hasil analisis varians belanja pada BPKK Aceh Barat Daya tahun 
2013-2022, didapatkan hasil rata-rata rasio yang bersaldo negatif sebesar -14,12%, artinya 

realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, ada dua 

kemungkinan interpretasi atas selisih antara anggaran dan realisasi yaitu, pertama apakah 

perbedaan tersebut menunjukkan adanya penghematan anggaran, dan kedua apabila 

perbedaan tersebut cukup besar, menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan 
anggaran sehingga estimasi belanja menjadi kurang akurat, atau bisa terjadi karena 

adanya program-program yang tidak terlaksana. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa 

belanja daerah dapat dikatakan baik apabila selisih atau realisasi belanja lebih kecil dari 

jumlah yang dianggarkan. 
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Gambar 4: Rasio Varians Belanja 

 

Berdasarkan perhitungan dengan rasio varians belanja seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar 4, secara keseluruhan selisih antara anggaran dan realisasi pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2013-2022 termasuk 
dalam kategori baik, karena rasio varians belanja daerah menunjukkan adanya selisih 

yang optimal, walaupun pada tahun 2018 rasio varians belanja menunjukkan angka yang 

cukup besar yaitu -28,04%. Rasio varians belanja yang besar tersebut terjadi karena 

rendahnya penyerapan anggaran pada tahun tersebut. Penyerapan anggaran yang rendah 

tersebut terjadi karena adanya rencana pinjaman yang tidak terealisasi dan adanya SILPA 
anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus tahun 2017 yang tidak terlaksana. 

Namun, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya terus berupaya 

mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan kinerja keuangan. 

Hal ini bisa dlihat dari tahun berikutnya dimana varians belanja menunjukkan nilai yang 
lebih kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Silitonga (2022) 

dan Hakim et al. (2023)  yang menyatakan bahwa secara keseluruhan belanja BPKAD 

kota medan memiliki selisih disukai karena tidak adanya realisasi yang melebihi anggaran 

yang ditetapkan pada LRA belanja Kota Medan tahun 2017-2020. 

Menganalisis pertumbuhan belanja bermanfaat dalam menilai perkembangan belanja 
selama beberapa tahun berturut-turut. Pertumbuhan belanja harus diimbangi dengan 

peningkatan pendapatan yang sesuai untuk mempertahankan skenario fiskal yang 

seimbang. Kegagalan dalam mencapai keseimbangan ini dapat menimbulkan risiko 

terhadap keberlanjutan dan kesehatan fiskal daerah secara keseluruhan dalam jangka 

menengah. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja selama tahun 2013-2022, 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya secara efektif mampu 

meningkatkan pertumbuhan belanja daerah selama 10 tahun terakhir. Terlihat dari rata-

rata pertumbuhan belanja yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,84%, walaupun 

setiap tahun terjadi fluktuatif. Terjadinya fluktuatif dikarenakan adanya jumlah anggaran 

dan jumlah kegiatan yang berkurang atau bertambah selama tahun 2013-2022.  Hasil 
penelitian ini didukung Mahmudi (2016) dan Cutler (2019) yantg menyatakan bahwa 

pertumbuhan belanja daerah yang positif disebabkan oleh realisasi belanja daerah tahun 

ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya.  

Lebih lanjut, peningkatan pertumbuhan belanja secara signifikan terjadi pada tahun 
2013-2014 sedangkan penurunan pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2016-

2017. Peningkatan pertumbuhan belanja tahun 2013-2014 terjadi karena peningkatan 

penggunaan anggaran pada belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan penurunan 
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pertumbuhan belanja pada tahun 2016-2017 terjadi karena menurunnya penggunaan 

anggaran dari beberapa pos belanja pada belanja operasi yaitu pada belanja pegawai dan 

belanja hibah serta menurunnya penggunaan anggaran pada belanja modal. Walaupun 

terjadi penurunan, secara keseluruhan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh 

Barat Daya mampu meningkatkan pertumbuhan belanjanya. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Purwaningsih & Priyono (2021) yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan belanja pada pemerintah kota magelang tahun 2015-2019 mengalami 

pertumbuhan yang berfluktuatif dan positif. 

 

 
Gambar 5: Rasio Keserasian Belanja 

 

Analisis keserasian belanja dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja 

operasi dan belanja modal pada Gambar 5. Perbandingan dari rasio ini dapat memberikan 
informasi kepada pembaca mengenai porsi anggaran yang direalisasikan untuk belanja 

operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan belanja rutin yang masa 

manfaatnya habis dalam satu tahun anggaran sehingga belanja ini hanya bisa digunakan 

dalam jangka pendek. Sedangkan belanja modal merupakan belanja yang masa 

manfaatnya lebih dari satu tahun sehingga bisa digunakan dalam jangka menengah atau 
panjang. Jika belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional 

pemerintahan semakin tinggi, maka akan semakin kecil belanja modal yang digunakan 

untuk membiayai fasilitas sarana dan prasarana masyarakat. Berdasarkan hasil 

perhitungan analisis rasio keserasian belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Barat Daya, didapatkan hasil rasio rata-rata belanja operasi selama 
tahun 2013-2022 sebesar 63,12% dan rasio rata-rata belanja modal sebesar 24,12%. Jika 

dilihat dari grafik keserasian belanja, selama 4 tahun secara berturut turut yaitu pada 

tahun 2019-2022, belanja operasi mengalami peningkatan sedangkan belanja modal 

mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi peningkatan pada 
belanja barang dan jasa yang digunakan pemerintah untuk menangani COVID 19. Oleh 

karena itu, banyak target indikator makro pembangunan yang sudah di rancang pada 

RPJMK tahun 2017-2022 kabupaten Aceh Barat Daya yang belum tercapai. 

Selama tahun 2013-2022, sebanyak 63,12% dari total belanja daerah pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat digunakan untuk belanja operasi. 
Sedangkan sebanyak 24-14% digunakan untuk belanja modal. Oleh karena itu, terlihat 

bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya lebih 

memprioritaskan belanja yang masa manfaatnya habis dalam satu tahun dari pada 

belanja yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
Suhaedi (2019) yang menyatakan bahwa selama tahun 2014-2018 Kabupaten Lombok 
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Barat sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja operasi dengan rata-rata 

sebesar 79,48%. Sedangkan untuk belanja modal sebesar 20,02%. 

 

 
Gambar 6: Rasio Efesiensi Belanja 

 

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien merupakan aspek penting bagi setiap 

pemerintah daerah. Efesiensi akan memberikan manfaat yaitu hasil yang optimal yang 

berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah serta mendorong 
daerah tersebut ke arah kemajuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengukur 

tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan rasio 

efesiensi belanja pada Badan Pengelolaan Kabupaten Aceh Barat Daya, rata-rata rasio 

yang didapat selama tahun 2013-2022 yaitu sebesar 86,39%. Jika dilihat dari kriteria 

efesiensi belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya 
tergolong cukup efisien. Artinya, penggunaan anggaran belum menghasilkan output yang 

optimal dan masih belum efektif dalam pemanfaatan anggaran. Hal ini disebabkan karena 

proporsi yang lebih besar dari anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan Kabupaten 

Aceh Barat Daya yang dialokasikan untuk belanja operasional, yang manfaatnya habis 

terpakai dalam waktu satu tahun, dibandingkan dengan belanja modal, yang manfaatnya 
ditujukan untuk pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, irigasi, dan aset 

lainnya.  Gerarden & Stavins (2017) dan Mendrofa & Nur (2023) juga menyatakan bahwa 

efesiensi belanja yang kurang efisien terjadi karena proporsi belanja operasional yang 

lebih tinggi daripada belanja modal. Walaupun demikian, secara keseluruhan Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya mampu melakukan penghematan 
terhadap anggarannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriyanti et al. 

(2019), dimana hasil penelitannya pada Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan 

bahwa rasio efesiensi belanja menunjukkan hasil yang cukup efisien dengan hasil rata-

rata 90,29%. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis varians, pertumbuhan, keserasian, dan 

efesiensi belanja pada badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, maka 
dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dari rasio varians belanja menunjukkan hasil 

yang baik dengan rata-rata -14,12%. Artinya, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Barat Daya mampu memaksimalkan penghematan terhadap anggaran belanjanya, 

walaupun pada tahun 2018 terjadi selisih yang besar. Hasil perhitungan dari rasio 
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pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata sebesar 7,84%. 

Artinya, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya mampu 

menigkatkan pertumbuhan belanjanya sehingga menghasilkan oertumbuhan belanja 

yang positif. Hasil perhitungan dari rasio keserasian belanja menunjukkan hasil belanja 

operasi dengan rata-rata 63,12%, sedangkan untuk belanja modal sebesar 24,14%. 
Dengan demikian, selama 2013-2022 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) 

Aceh Barat Daya lebih memprioritaskan belanja daerahnya pada belanja rutin daripada 

belanja pembangunan. Hasil perhitungan dari rasio efesiensi belanja menunjukkan hasil 

rata-rata sebesar 86,39%, yang artinya jika dilihat dari kriteria efesiensi belanja termasuk 
kedalam kategori cukup efisien. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan yaitu 

BPKK Aceh Barat Daya seharusnya lebih memprioritaskan belanja modal karena belanja 

modal berkontribusi pada perolehan aset yang manfaatnya lebih dari satu tahun serta 

dapat meningkatkan infrastruktur dan asset daerah lainnya sehingga mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan 
untuk memperluas cakupan studi, dengan memasukkan alat analisis tambahan untuk 

menilai kinerja keuangan dan mempertimbangkan berbagai SKPK. 
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